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Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

bahwa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184
ayat (1).Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatarr Belanja Daerah kepada Dewan penryakilan Ral(yat
Daerah berupa laporan keuangan yarrg telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah Tahun Anggaran Berakhir ;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf a memerlukan persetujuan Dewan penvakilan Rakyat
Daerah ;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Dewan Penlrakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumr dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor '1 2 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea. Perolehan
liak Atas Tanah dan Bangunan ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolosi dan Nepotisme ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangari
Negara ;

4.

q



5. tJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
lllegara ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahurr 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab K.euangan Negara,

8. Undang-Undang Nomor 25 Tanun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang-ulndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penterintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
[Jndang-undang l,lomor 12 .Iahun 2008 tentang Perubahan
Kr:Cua Atas l..rndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ;

l0.Undang-LIndang Nomor 33 tahun 200,1 Tentang Perimbangan
l.ieuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

'i l.tjndang-tJndang Ncmor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah ;

12 Undang-Undang Nomor 12 Tahurt 201 1 tentang Pembentukan
['eraturan Perundang-Undangan ;

1lr. [)eratLrran Pemerintat Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ;

14. Peraturan Pc..nerintah Nomor 66 Tairun 2001 tentang Retribusi
Daerah;

15. Peraturari Pemerintah Nornor 24 f ahun 2')o4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dar, Anggota Dewan
P,:nvakilan Rakyat Daerah sebagairnana telah diubah beberapa
kali terakhir oengan Peratui"an Pemerintal, lJomcr 2'lTahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peratu'an Penrerintah NLrmor 24
Tahun 200+ tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwilkilan Rakyat Daerah ;

1ti. Pera'uran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengeiolaan Keuangan Badan Layarran Umum ;

17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 l'ahun 2005 tentang Standar
. Akutansi. Pemerintah ,

'18. Peraturan Pemerintah Nomcir 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perin''bangan,

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
lnformasi Keuangan Daerah ;

:lO. Peraturan Pemerintah Nomor' 5B Tahun 2OO5 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah ;

I

21. F'eraturan Pemeridtah Nomor 65 Tahun 2005 tenrang pedoman
Penyusunan day'Penerapan Standar Peiayanan Minimal ;

i

2:2. Pe@luran Pemerintah Nomor 79 Tahurr 2005 tentang pembinaan
dan Pengawfian Penyelenggaraan Pernerintahan Dierah ;



il3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
l(euangan dan Kinerja lnstansi Pemeririah;

24 Peraturan Pemerintah Nomor '1 Tahun 2007 tentang
Pr:nS,esahan, Pengundangan dar, Peny'ebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan ;

25.Peraluran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Kepala' Daerah,
Kepada Dewan Perwakilan Rallyat f.,aerah, dan lnformasi
Laporan Penyelenggaraan Pemorintahan Daerah kepada
Masyarakat ;

26.Peraturarr Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusurran Peraturan Dewan P,?rwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakvat Daerah;

2,7. Peraturarr Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang Pinjaman
Daerah ;

26. Peraturan Pernerintah Nomcr 2 T ahun 2012 tentang Hibah
Dae'rah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
h?rltang Pokok- Pokok Pengelolaan Daerah ,

30. Peraturan [)aerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaien Rembang Tahun Anggaran 2O13.

3 i . Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rer,.bang Noi'ncr 1 Tahun 2010 tentarrg Peraturan Tata Tertib
t)ev/an Penvakilair Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perurakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang NomoilI fahJn 2012
terrtang perubahan atas Peraturan Dewan Penarakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembarrg Nomor 1 Tahun 20'10 tentarg Tata
Tenib Dewan Perwakilan Rakyat Dae,ra'r Kabupaten Rembang.

Merrperlratil.:an : L Lapo.an BaCan Anggaran DPRD Kanupaten Rembang pada
tanggai 2 Juli 2014 ,

.2. F endapat F;aksi-fraksi Dewan f)erwakilan Rakyat Daerah
l(abupaten Rembang tanggal 2 Juli 20i4:

3. Pernbi:aratrn-pembicaraan dalam Rapat Paripr.rina Dewan
Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rentbang tanggal
2. Juli ?014.

Menetapxarr
PERTAMA

I\4EMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaterr Rembang
tentang Pertanggungjawaban Pelarsanaa,r Anggaran
Pendapatan dan.Belanja Daerah t(abupaten Rembang Tahun
Anggararr 2013..beserta lampiran-lampiranya untuk ditetapkan
men]adi Peraturdn Daerah sebagaimana terlampir ;

Menyerahkan, proses selanjutnya sebagaimana Diktum
PERTAIVIA Kfputusan ini kepada Bupatr Rembang ;

KEDUA



KETICA

KEEMPAT

Merroerikan Rekomendasi kepada Buoati sebagaimana laporan
Badan Anggaran Lintuk ditindak lanjuti ;

Kepuiusan inj rnulai berlaku pada tanggal Citetapkan .

Ditetaplian di Rembang
pada tanggal 2 Juli 2014

DEWAI.I PERWAI(LAN MKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua /


